PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH
LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN KENDAL

Menimbang

Mengingat

BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 201.2/ zgqe /2023

TENTANG

TAHUN 2023/2024

BUPATI KENDAL,

bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Teng;

ah

Nomor : 360/0016530 Tanggal 14 November 2023 tentang
Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan

Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023/2024 d

Informasi Iklim 2023/2024 untuk Kesiapsiaga
Menghadapi Bencana Hidrometeorologi dari Bad

Meteorologi,  Klimatologi, dan  Geofisika Stasi
Klimatologi Jawa Tengah, prakiraan awal musim hujan

an
an
an
un

di

wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten

Kendal akan terjadi pada bulan November 2023 d
puncak musim hujan akan terjadi bulan Februari 20

an
24

sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi munculnya

bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung;
bahwa guna menindaklanjuti penanganan keada

an

tersebut, sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penggunaan Dana Siap Pakai, perlu ditetapkan Status
Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin
Puting Beliung di Kabupaten Kendal Tahun 2023/2024

dengan Keputusan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapk

ud
an

Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga
Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting

Beliung di Kabupaten Kendal Tahun 2023/2024;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tamba an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijal#an
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516};

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856};

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta,
. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 No}or
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
.Nomor 3079);



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

LY.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011
Nomor 19 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 83);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 153};
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 157);
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap
Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 482);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jaba an
Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulan an
Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46 Seri D Nomor
20, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor
152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Buglati

A



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 108);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat
Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2014 Nomor 27 Seri E Nomor 21) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun
2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 1),
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2017 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan
Angin Puting Beliung di Kabupaten Kendal Tahun 2023/2024
terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan
31 Maret 2024.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal |y pesciateel

- BUPATI KENDAL,

"< DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Kendal;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;

3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupten Kendal;

4. Arsip.
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